
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET 
NEGARA (SIMAN) PADA KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR 4 TAHUN 
2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU 
 
ABSTRAK :  bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah 

bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka 

dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju 

wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

(WBBM); bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 014/PW.02-BA/2/2025 

Tanggal 9 Januari Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona 

Integritas Dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayanidi Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.bahwa pada 

kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu terdapat Barang Milik Negara 

yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen 

Aset Negara versi 2 (SIMAN v2), bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3239 /RT.O l.2-SD /02/2024 tanggal 5 

September 2024 perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi ManajemenAset 

Negara Versi 2 (SIMAN v2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu 

menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 

(SIMAN v2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Thaun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan pemusnahan dan 

penghapusan Barang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang 



Pemanfaatan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang 

Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Togas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  

Kabupaten/Kota. 

 

CATATAN : 

- Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan   

tanggal 15 Januari 2025 

- Lampiran 1  Halaman 

 


